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TATA KELOLA SATU
DATA INDONESIA

Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik
dalam Satu Data Indonesia

Dr. Prasetyo Aribowo,S.H.,M.Soc.,S.C.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah

BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH



UU NO. 25 TH 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

UU 4/2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DASAR

PERPRES NO. 39/2019 TENTANG TENTANG SATU DATA HUKUM
INDONESIA: MENUJU DATA PEMERINTAH YANG TERPADU

PERDA JATENG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS

PERMENDAGRI NO 70/2019 TENTANG SISTEM INFORMASI

PEMERINTAHAN DAERAH DATA —> KNOWLEDGE —» ACTION

PERGUB NO. 52 TH 2016 TTG SDS YG TELAH DIUBAH
MENJADI PERGUB NO. 20 TH 2017 TTG PERUBAHAN ATAS
PERGUB JATENG NO. 52 TH 2016 TENTANG SDS




“Data ada
dimana-mana,
tapi mencari
data tidak ada
dimana-mana”

Saat Ini :
Tidak / belum
tersedianya data
pembangunan
yang Valid, Akurat
dan Up To Date

C

PERMASALAHAN :

Data Statistik Sektoral tersebar
dalam setiap Instansi dan
belum tersimpan dalam Satu
Data Terpadu

Data antar Instansi tidak
Konsisten

Data statistik sektoral belum di
kelola secara baik dan
Sistematis Instansi
Lemahnya Konsolidasi Data
antar Instansi

Kurangnya SDM yang
kompeten dalam mengolah
Data

Data di masing — masing
Instansi sulit di Akses,
beberapa data harus ada
PKS/MOU untuk
mendapatkannya

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan

maka diperlukan perbaikan tata kelola Data yang
dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan

Satu Data Indonesia;

PUSAT

PERPRES NO. 39/2019
TENTANG TENTANG SATU
DATA INDONESIA :

Satu Data Indonesia adalah
kebijakan tata kelola Data
pemerintah untuk
menghasilkan Data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dan
dapat dipertanggungjawabkan,
serta mudah diakses dan
dibagipakaikan antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah
melalui pemenuhan Standar
Data, Metadata,
Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi
dan Data Induk

JATENG

PERGUB NO. 52 TH 2016
TTG SDS YG TELAH
DIUBAH MENJADI
PERGUB NO. 20 TH 2017
TTG PERUBAHAN ATAS
PERGUB JATENG NO. 52
TH 2016

SINGLE DATA
SYSTEM ( SDS )
UNTUK
PEMBANGUNAN
DAERAH DI JAWA
TENGAH




TUJUAN DAN
PRINSIP SATU
DATA
INDONESIA

PERPRES
NO. 39/2019

TUJUAN

v' Data akurat

v" Mutakhir

v' Terpadu

v' Dapat dipertanggung
jawabkan

v" Mudah diakses dan
dibagipakai

PRINSIP

Memastikan data yang
diproduksi oleh
Produsen Data
berkualitas :

v' satu standar data

v' satu metadata baku
v interoperabilitas

v referensi data

»

PERENCANAAN,
PELAKSANAAN,
EVALUASI, &
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
YANG
BERKUALITAS
DAN TERUKUR




IMPLEMENTASI
SATU DATA DI
JAWA TENGAH

We can




KOORDINATOR
SEKRETARIAT

(BAPPEDA)

IDATA STATISTIK
IDATA SPASIAL

WALI DATA
(KOMINFO)

PRODUSEN DATA
(ESS 3)
WALIDATA

PEMBANTU (ESS2) |

PENYELENGGARA SDI
TERPADU DI JAWA
TENGAH

PERPRES
NO. 39/2019




Pembina Data
PRINSIP SDI

FORUM Prioritas
SIDI Non
PROVINSI | | Prioritas

Non
Prioritas

Produsen Data
MENGUMPULKAN

DATA :gsu?i

rinsip

Sesuai SDI

prinsip Walidata
- MEMERIKSA
DATA

PRIORITAS

Pembina
Walidata Sesuai Data

Prioritas

Tidak

ELENGGARAAN DI JAWA

idak

Sesuai

Prinsip (OO0
SDI

PERPRES NO. 39/2019

PORTAL SATU DATA
INDONESIA
MEDIA LAINNYA «

MEMERIKSA prinsip MEMERIKSA
DATA Sp! DATA

PRIORITAS




TARGET Indeks RB sd 2023 = 83

Direct Service, Open Government, Digitalisasi Tata Kelola
Pemerintahan, Sinergitas Kab/Kota,

PROGRAM PELAYANAN PUBLIK :

UNGGULAN Open Government
Reformasi birokrasi di Direct Service
kab/kota yg dinamis Digitalisasi Tata
berbasis teknologi
informasi & sistem
layanan terintegrasi.

Prioritas INOVASI :

Pembangunan GRMS Jateng

(no7): Samsat online
Tata Kelola RS online

Kelola Pemerintahan

: Inovasi Perizinan
Pemerintahan

Memperkuat kapasitas
Mempercepat RB yg ekonomi rakyat dan

. . ; Menjadikan rakyat Jaten
Membangun masy Jateng dinamis serta membuka lapangan kerja ) y g

va religius,toleran & guyup I memperluas sasaran [ untuk mengurangi lebih sehat, lebihpintar, lebih
untuk menjaga NKRI KEnemb Kab/Kota kemiskinan dan berbudaya dan mencintai

[ Misty
MIST GUBERNUR

VISI GUBERNUR
MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”




PERGUB NO. 52 TH
2016 TTG SDS YG
TELAH DIUBAH

MENJADI PERGUB NO.
20 TH 2017 TITG

PERUBAHAN ATAS
PERGUB JATENG NO.
52 TH 2016 TENTANG
SINGLE DATA SYSTEM

PELAYANAN PUBLIK :
v" Open Government
v" Direct Service
v’ Digitalisasi Tata
Kelola
Pemerintahan
_J

Mempercepat RB yg
dinamis serta
memperluas sasaran
ke pemb Kab/Kota.

SDS:
v'Pembangunan Yang
Akurat, Terpusat
dan Terintegrasi;
v'"Menghasilkan
Analisis Kebijakan
Pemb. Yg Tepat
v'Perencanaan Pemb.
Terukur dan
Komprehensif
v'"Mewujudkan Monev
yang dapat
dipertanggungjawab
kan
vInformasi
Pembangunan di
Jateng yang akurat

|\

OPEN

DUNIA USAHA :

v Kebijakan
berbasis data

v Prediksi Investasi

MASYARAKAT :

DATA

PEMERINTAH

v" Akses data
pembangunan
v"  Informasi

Faktual

v Kualitas

Perencanaan
Pembangunan
Kemudahan
Akses Data
Sentralisasi
data dan
dokumentasi

PROVINSI
CERDAS/
SMART
PROVINCE




5. BAPPEDA; 9. DISDIKBUD;

32 KAB/KOTA 1.BKD; - RT Miskin - Jumlah Sekolah
SDS TERINSTAL - Pegawai Golongan - Rumah tdk - Tenaga Pendidik
- Pegawai Pendidikan g 10. RSUD TUGUREJO;
JAWA SINGLE DATA ] Dikg:at Pegawai EeTTSHmk - Kejadian Luar Biasa
TENGAH SYSTEM B Pegawai Jenis - Rumah tdk : 'Ib‘rt?(t)rllif;;h?;?:pat Tidur
Kelamin berjamban - 10 Diagnosa Penyakit
Data Pegava Desi kg roskn
40 JENIS DATA Golongan Kesejahteraan X
- 11. RSUD Prof. Dr.
DARI 15 OPD 2. BPKAD BBPKIAD" ol - Lapangan kerja MARGONO S;
- belanja bulanan - Tenaga Kesehatan
TERINTE 3. DPU SDA TARU: 6. MI. . - Alat Kese_hatan _
GRASI - Data Waduk - Panti Sosial - Informasi Tempat Tidur
- Data Bendung 7. DPMPTSP; 12. —Lﬁestgrgeggsrﬁﬁ:::‘t"_‘r%ﬁr
- Data Curah HUjan . Rekap 13. RSUD KELET:
- Data Tinggi Muka Air perizinan - Ketersediaan Tmpat Tidur
N 4.DP3AKB; - Rekap Investasi - Tenaga Kesehatan

- Gender dan Anak 8. BPS 14. RSID ARIF ZAINUDIN;

Tdeks - Ketersediaan Tmpat Tidur
: - Alat Kesehatan

SMART PROVINCE Pembangunan - Data Rumah Sakit

VERTSE - Tenaga Kesehatan

PERDA JATENG NO 11 15. RSID Dr. AMINO
GONDOHUTOMO;

TH 2019 - Ketersediaan Kamar

HASIL SDS



RUANG INOVASI YANG AKAN
TUIUAN INCRYP our PUT

v mewujudkan kesejahteraan \ / \
masyarakat melalui \/Layanan Cerdas , - 1.Menyediakan Data dan Informasi
pembangunan v'Rencana Induk |S'makrt Society : :/a:g dibutuhkan oIth Masyarakat
' : - Ingkungan tempat ndonesia maupun Mancanegara
berkelanjutan; Provinsi Jawa Tengah NEKUNg P bl - P g
v mengoptimalkan pelayanan Cerd tinggal yang layak (glo a)f .
publik bagi masyarakat; eraas . v'Smart Living : harmonisasi || ¥/ Destinasi wisata Jawa Tengah;
v’ mewujudkan harmonisasi v'Keamanan Informasi tata ruang “; KulmefJawa'Tehgah;
dan sinkronisasi \/Partisipasi Pemangku v Smart Economy : Job Fair Provinsi maupun
insi . : Kab/Kota (yang dilakukan oleh
pembangunan Provinsi Jawa K t : :
Tengah Cerdas yang Ep.en Ingan penlngkatan perekonomlan instansi maupun perguruan
diselenggarakan oleh v'Kerjasama masyarakat _ tinggi, dunia usaha, dll);
Pemerintah Daerah, v'Pelaksanaan v'Smart Branding : v Calen.der Event Jawa Tengah
Pemerintah Kabupaten/Kota, v'Sinergitas Kebijakan peningkatan daya tarik (Provinsi dan Kab/Kota); |
dunia usaha dan masyarakat; VP bi g wisata v' Layanan .Kesehatan (In.forma5|
v’ dmensinergikan kebijakan €mbinaan dan v’ Smart Environment - ketersediaan tempat tldl,)lr, Tenaga
i | medis, dll di rumah sakit);
Pemer!ntah Daerah dan Pengawasan pengembangan tata kelola , eds o rumen s,
Pemerintah; ¥ Pembiayaan hutan, sampah, limbah dan o "
v mewujudkan ketertiban dan VL { ’ peserta didik baru, dll);
. . arfangan energi
kepastian hukum bagi - o _
seluruh lapisan masyarakat v'Sanksi Administratif; v'Smart Government : 2. Melakukan kerjaszf\ma dengan
dan dunia usaha melalui v’ Ketentuan Penyidikan layanan publik yang mudh, Start Up = guna ikut
Penyelenggaraan Provinsi v'Ketentuan Pidan murah, murah dan tuntas mempromosikan Jawa Tengah
Jawa Tengah Cerdas. \ etentua dana / \ / ( Traveloka, Gojek )
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